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ABSTRAK

ABSTRAK
KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh:

Febi Melati 07011282025071

Penelitian ini membahas Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan
penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tingkat Koordinasi Stakeholder
dalam pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan tersebut. Penelitian ini
menggunakan teori koordinasi oleh Soewarno Hadayaningrat, dengan lima indikator
utama: Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan,
Kesepakatan Komitmen, dan Insentif Koordinasi, dan Kontinuitas Perencanaan.
Permasalahan yang diteliti adalah seberapa sadarnya stakeholder dalam berkoordinasi
dan berkomitmen untuk memastikan pegawai bebas dari masalah aset dan keuangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa koordinasi pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan
di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup baik, namun masih
terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi koordinasi, Dengan demikian, hasil koordinasi yang lebih baik diharapkan
dapat memastikan bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Inspektorat benar-
benar menjamin bahwa pegawai bebas dari masalah aset dan kevangan, dengan
mengurangi kasus temuan berulang di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Koordinasi, Stakeholder, Surat Bebas temuan, Pelayanan Publik,
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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ABSTRACT

ABSTRACT

KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh:

Febi Melati 07011282025071

This research discusses stakeholder coordination in issuing the Free Finding
Statement at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province. The research
objective is to understand the level of coordination among stakeholders in the issuance
process of the statement. This research employs coordination theory by Soewarno
Handayaningrat, with five main indicators: Communication, Awareness of the
Importance of Coordination, Participant Competence, Agreement Commitment,
Coordination Incentives, and Planning Continuity. The problem under investigation is
how aware stakeholders are in coordinating and committing to ensure that employees
are free from asset and financial issues. This research utilizes a qualitative research
method. The results indicate that the coordination of issuing the Free Finding
Statement at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province is considered fairly
good, but there are still several indicators that need improvement to enhance
coordination effectiveness and efficiency. Thus, better coordination results are
expected to ensure that the statement issued by the Inspectorate genuinely guarantees
that employees are free from asset and financial issues, thereby reducing repeated
findings cases at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province.

Keywords:Ccoordination , Free finding letter, Stakeholder, public service, Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu negara yang mana memiliki presentase rendah dalam
sektor pelayanan publik, hal ini tentu merugikan dan tentunya sungguh meresahkan
masyarakat di setiap wilayah di Indonesia. Kualitas menjadi point terpenting yang
harus dimiliki seorang aparatur pelayanan publik, dimana di era reformasi seperti
sekarang tuntunan Pelayanan yang diberikan harus profesional dan menerapkan
prinsip tanggung jawab tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan pihak
tertentu.

Penerapan koordinasi dalam penyelengaraann pemerintah memiliki sejumlah
manfaat yang signifikan, dimana pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan
pemerintah ialah suatu aspek krusial guna menjaga keseimbangan dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Koordinasi ini melibatkan berbagai elemen,
seperti departemen, lembaga, dan unit-unit kerja pemerintah yang beroperasi untuk
mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan adanya koordinasi dapat mengurangi
risiko tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antardepartemen atau lembaga,
sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Kedua, koordinasi memungkinkan
pertukaran informasi yang lebih efisien, mendukung pengambilan keputusan yang
terinformasi, dan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merespons perubahan
kondisi internal maupun eksternal. Selain itu, melalui koordinasi, pemerintah dapat
menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi, mencerminkan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat.



Menurut (Rasyid, 1998) Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan harapan masyarakat yang
tentunya menginginkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar
Pelayanan yaitu bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pemberian pelayanan yang memenuhi standar
yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati dan juga
membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Dalam konteks ini, koordinasi bukan
sekadar tanggung jawab satu entitas, melainkan merupakan upaya bersama untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mencegah tumpang tindih, dan
memastikan bahwa setiap elemen pemerintahan berkontribusi secara sinergis. Saat
ini masih sering dirasakan bahwa kualitas layanan minimum sekalipun masih jauh

dari harapan masyarakat.

Koordinasi stakeholder menjadi inti dari penyelenggaraan pemerintah yang
efektif. Stakeholder melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan
kontribusi dalam kebijakan, program, dan layanan pemerintah. Salah satu organisasi
pelayanan publik yakni Inspektorat dimana, di lingkungan pelayanan publik,
Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan sumber daya publik. Koordinasi stakeholder dapat membantu



membangun kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk berbagi
informasi dan bekerja sama dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan
aturan hukum. Inspektorat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,
lembaga-lembaga pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi
dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama
mengenai tujuan dan tugas Inspektorat, serta untuk mengoptimalkan kontribusi

masing-masing stakeholder.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, seperti Inspektorat daerah
lainnya di Indonesia, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi
pelaksaaan program dan kebijakan pemerintah di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
Tugas utama mereka adalah untuk memastikan efesiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi di wilayah. Dalam
penelitian ini penulis memilih Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai

lokasi penelitian penulis.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Instansi
bidang pengawasan Pemerintah di Sumatera Selatan yang berkoordinasi secara
langsung di bawah Gubernur. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan instansi lainnya, Inspektorat tentunya memiliki berbagai kebijakan
serta program sebagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan, juga turut berperan dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan kegiatan yang berkaitan kebijakan publik guna pengendalian intern
pemerintah. Pada kebijakan publik terdapat tiga proses yaitu formulasi,

implementasi, dan evaluasi. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



melakukan ketiga dari proses kebijakan publik. Dalam melaksanakan pengawasan
internal, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya terbatas pada
kegiatan pengawasan/audit tapi juga melaksanakan fungsi pembinaan terhadap

satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi, pada Bab II Pasal 3
angka (1) Huruf J disebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi
dalam pengajuan mutasi ialah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT), yang

diterbitkan oleh Inspektorat dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal.

Surat Keterangan Bebas Temuan adalah surat keterangan yang menyatakan
bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak memiliki tanggungan temuan atau tagihan
tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun hasil pengawasan
Inspektorat. Pihak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas
Temuan hanyalah inspektorat yang mana dalam penelitian ini yaitu Inspektorat
daerah provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks Koordinasi stakeholder penilaian
tingkat keberhasilan pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan bukan
tentang pencapaian tujuan seberapa banyak surat yang telah diterbitkan namun
konteksnya adalah mengenai kualitas dari proses pengawasan dan pemeriksaan
sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Temuan tersebut. Bahkan

Inspektorat telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir adanya temuan



berulang dalam bentuk pembinaan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),

namun pada kenyataannya dapat dikatakan belum efektif.

Gambar 1. 1 Surat Keterangan Bebas Temuan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
@ INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
M. ade Irma Masution No. Telp. 0711354221 — Fax 0711350977
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tanggal 13 Januari 2022, sebagai syarat untuk mutssi yang bersangkutan dari Dinas

Tenaga Kera dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ke unit kerja Pemerintsh
Dserah Kabupaten Pali.

Palembang, 2022

INSPEKTUR
PROVIMNSI SUMATERA SELATAN

Sumber: Arsip Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan tinjauan kembali tentang
Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas

Temuan yang pada kenyataannya dapat dikatakan belum efektif dimana ada beberapa

fenomena yang menjadi alasan penelitian ini yakni:

1. Kurangnya Komunikasi Selama Pelaksanaan Audit
2. Kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan

3. Belum Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Dengan Baik

Berikut alasan tersebut akan diuraikan dibawah ini:

1. Kurangnya Komunikasi Selama Pelaksanaan Audit



Kebutuhan akan Komunikasi selama pelaksanaan audit menjadi aspek krusial
guna kelancaran auditor dalam mencari dan mengalisis bukti-bukti audit yang
dibutuhkan. Adapun komunikasi dalam pelaksanaan audit terjalin antara yaitu:
auditorr dengan internal tim, Auditor dengan pemohon serta komunikasi instansi

auditor dengan pihak lain yang terkait.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023

Jumlah Surat yang diterbitkan
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Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Data Arsip Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan 2020-2023

Dari tabel 1.1 ini menunjukkan grafik data bahwa adanya pertambahan
penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan setiap tahunnya, namun berdasarkan
dilapangan jumlah surat yang terbit tidak sepenuhnya menjamin ASN bebas dari
masalah aset maupun kasus temuan berulang. Hal ini menunjukan Kurangnya
komunikasi selama pelaksanaan audit, dimana Hubungan komunikasi antara
auditor Inspektorat dengan pemohon serta dengan pihak lain yang terkait, tidak

berjalan secara efektif.



Bahkan faktanya dari hasil observasi masih banyak pemohon (ASN) yang
langsung datang sendiri ke kantor padahal secara prosedur/ koordinasi admnistratif

pihak yang berwenang mengajukan adalah dinas/instansi asal.

2. Kurangnya Kompetensi Auditor Dalam Pengembangan Temuan

Dalam Standar umum nomor 1210 Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) menegaskan bahwa seorang auditor harus memiliki kualifikasi
yang mencakup pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman,
dan kompetensi lain yang diperlukan untuk menangani tanggung jawabnya.
Pentingnya pengembangan temuan dalam audit dijelaskan sebagai faktor krusial

yang memengaruhi keberhasilan tugas auditor.

Dalam konteks Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan
audit menunjukkan kelemahan pada personil auditor yang tidak memiliki
kompetensi yang memadai dalam mengembangkan temuan audit. Terdapat
kesalahan dalam tahapan audit, di mana penyebab temuan tidak diperbaiki secara
menyeluruh, dan rekomendasi yang diberikan tidak mengatasi akar permasalahan
serta sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini berpotensi menyulitkan proses tindak
lanjut terhadap temuan audit, yang pada gilirannya dapat menghambat
implementasi langkah-langkah perbaikan yang sesuai dan meningkatkan risiko

terulangnya temuan serupa di masa depan.

Dampaknya, kurangnya kompetensi dalam pengembangan temuan audit di

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat merugikan, karena hal ini



dapat menghambat efektivitas tindak lanjut, mencegah perbaikan yang tepat, dan
meningkatkan potensi terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Oleh
karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi personil auditor dan
peningkatan kualitas pelaksanaan audit untuk memastikan hasil audit yang lebih

efektif dan implementasi rekomendasi yang tepat.

3. Belum Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Dengan Baik

Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran
besar dalam meningkatkan koordinasi stakeholder. Platform kolaboratif, jejaring
sosial, dan alat-alat komunikasi online memfasilitasi pertukaran informasi dan
pendapat antar Stakeholder dengan lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan
pemerintah untuk lebih responsif terhadap masukan dan umpan balik dari berbagai
pihak.

Gambar 1. 2 Presentase Layanan Manajemen ASN
yang berbasis Digital Tahun 2020 s.d 2022
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N
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Grafik 20. Tren Persentase Layanan Manajemen
ASN yang Berbasis Digital Tahun 2020 s.d. 2022

Sumber: Laporan Kinerja BKN 2022

Berdasarkan Gambar 2 ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, realisasi
indikator kinerja utama layanan manajemen ASN berbasis digital mengalami

penurunan sekitar 3,33% dikarenakan sepanjang tahun 2022 BKN terus berupaya



untuk melakukan penyederhanaan proses di layanan mutasi kepegawaian. Hal ini
menjadi salah satu alasan mengapa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sesuai perkembangan zaman,
dimana hal ini diperkuat lagi ketika peneliti mencoba untuk mengakses website

Inspektorat yang mana hasilnya web tersebut Error dan tidak dapat dibuka.

Tabel 1. 2 Alasan Pemilihan Judul

No Bentuk Kesadaran Keterangan

1. Kurangnya Komunikasi | Kurangnya komunikasi selama
Selama Pelaksanaan | pelaksanaan audit, dimana Hubungan
Audit komunikasi antara auditor Inspektorat

dengan pemohon serta dengan pihak lain
yang terkait, tidak berjalan secara efektif.
Banyak pemohon (ASN) yang langsung
datang sendiri ke kantor padahal secara
prosedur  pithak  yang  berwenang

mengajukan adalah dinas/instansi asal.

2. Kurangnya Kompetensi | Pelaksanaan audit menunjukkan
Auditor Dalam | kelemahan pada personil auditor yang tidak
Pengembangan Temuan | memiliki kompetensi yang memadai dalam
mengembangkan temuan audit. Terdapat
kesalahan dalam tahapan audit, di mana
penyebab temuan tidak diperbaiki secara

menyeluruh, dan rekomendasi yang
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diberikan tidak mengatasi akar
permasalahan serta sulit untuk

dilaksanakan.

3. Belum Memanfaatkan | Masih  diurus secara manual tidak
Perkembangan memanfaatkan perkembangan teknologi
Teknologi Informasi | informasi dimana website Inspektorat
Dengan Baik Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan
mengalami error sehingga tidak dapat

dibuka.

Dari alasan diatas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah-masalah
yang terjadi dalam Koordinasi pelayanan penerbitan surat keterangaan bebas temuan.
Harapan yang tak sesuai ekspektasi, nyatanya selama ini surat yang telah diterbitkan
belum menjamin ASN bebas sepenuhnya dari masalah aset dan keuangan. Maka kita
tahu bahwa Pentingnya Koordinasi dan pengawasan dalam Pelaksanaan pelayanan
pembuatan Surat Keterangan Bebas Temuan sebagai alat pengendali intern pegawai
akan berjalan baik jika didukung dengan pelayanan berkualitas tinggi serta koordinasi
Stakeholder yang optimal. Disinilah permasalahan utama mengenai pembuatan hingga
penerbitan surat, apakah selama ini proses yang dilakukan melalui koordinasi yang
baik antar Stakeholder dan pemeriksaan yang ketat sesuai dengan alur/prosedur yang
ada atau hanya sebatas formalitas saja? Tentu kita tau bahwa tak ada yang akan berjalan
mulus, ada berbagai faktor yang mempengaruhi hal ini. Oleh sebab itu penulis tertarik
untuk meneliti mengenai “Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat

Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.



11

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan ?

2. Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Koordinasi Stakeholder
Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat dua (2) Tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk Mengetahui Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi
Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan

Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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1.4 Manfaat

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis

maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan
pengetahuan, karena akan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang
Koordinasi Stakeholder dalam pelayanan serta menambah pengetahuan dan

pemahaman dalam lingkup administrasi publik dan manajemen kepegawaian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Stakeholder di
lingkup Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan
koordinasi dan pengawasan sebelum diterbitkannya surat keterangan bebas temuan
sebagai alat pengendali internal dimasa yang akan datang sehingga dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efesien.
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